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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 12. TAHUN 2008 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI 

PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna niemenuhi ketentuan Pasal 34 Peraluran Daerah Kota 
Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retrlbusi 
Pengl:!ndalian dan Pemanfaatan Rawa, yang lelah diundangkan 
tanggal 26 Maret 2008 dalam Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2008 Nomor 5, perlu menetapkan peraturan pefaksanaannya; 

b. bahwa berd8$arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang . tentang 
Pelaksanaan Peratoran Daerah Kota Palembang N<>mor 5 Tahun 
2008 tentang Pemblnaan. dan Retribusi P.engendalian dan 
Pemanfaatan Rawa. 

1. Undang0Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumalera Selatan (Lembaran Negara RI 
Tahun 1-959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 182'1); 

2. Undang-Undang Non:ior 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pol<ok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043); 

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten1ang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Rf Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosis:temnya (Lembarari Negara RI Tahun 
1990 Nomor 49, ,:-ambahan 1-embaran Negara RI Nomor 3419); 

5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daera11 dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Rf Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah dengan Undl'.lng-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lenibaran 
Negara Rf Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4048); 

6_Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Ungkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699): 

7. Undang-Undahg Nomor 7 Tahun 2004 tentang $umber Daya Air 
(Lembaran Negara Rf Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lemb.aran 
Negara RI Nomor 43TT); 

8. Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2004 lentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004. 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perat\Jran 
Pe1:nerfntah Pengganli Undang-Undang Nomor 3 Ta.hun 2005 tentang 
perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4548); 

1Q. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pei:imbangan 
Keuangan Aritara femerintah Pusat dan Pemerintahan Dcletah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran 
Negara Rt Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 
Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982' Nomor 37, 

. T,:1mbalian Lembaran Negara RI Nomor3225): 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatiun 1983 tentang Pelaksanaan 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa 
(Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 35 Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3441): 

14. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nornor 4139); · · 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintali, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor4737 ); 

16. Keputusan Ptesiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 
tentang Pen,gelolaan Kawasan lindung; 

17. Keputusan Presiden Rep.ublik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dali Ketertiban (Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerati Kota Palembang Noni'or 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Opei:asional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daer-ah Kola Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

21 . Peraturan Dal;lrah Kola Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Pembenlukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Slruktur 
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum {Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2005 Nomor 5}. 

22. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaalan Rawa 
(Lembaran Daerah Kot.! Palembang Tahun 20_0B Nomor 5). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEL.AKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 5 TAHUN 2008 
TENT ANG PEM81NAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN 
PEMANFAATAN RAWA. 

Pasal 1 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Pembinaan pan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaa1an Rawa. 

Pasal2 

Memerintahkan lcepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kola Palembang 
untuk r:nelaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 
T.3hun 2008' tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian dan 
Pemanfaatan Rawa. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahvinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 2.6 Maret 2008 

H. EDDY SANTANA PUTRA 


